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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan 
kuasa-NYA, penyusunan Laporan Pelaksanaan 
kegiatan Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 
2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia memaknai arti 
penting tahun 2020 sebagai “Era Baru Menuju Badan 
Peradilan Yang Modern”. Hal ini ditandai dengan 
pemanfaatan teknologi khususnya Teknologi Informasi 
yang ditujukan untuk mengatasi kendala-kendala 

penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya 
akses pencari keadilan serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur 
pengadilan. Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai salah satu badan 
peradilan yang berada di bawah mahkamah agung, berpedoman kepada hal ini 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan 
asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat pasal 4 
ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini merupakan perwujudan 
transparansi dan akuntabilitas satuan kerja Pengadilan Militer III-16 Makassar 
tahun 2020 serta merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Mahkamah Agung 
RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang 
penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020. 

Sebagai Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, saya mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh personel Pengadilan Militer III-16 Makassar atas 
usaha dan upaya yang telah dilakukan secara maksimal demi terwujudnya visi 
dan misi yang telah ditetapkan. Capaian-capaian yang merupakan prestasi agar 
terus ditingkatkan sehingga senantiasa siap menghadapi kebutuhan perubahan 
selanjutnya. Kepada pimpinan selaku pengambil kebijakan mohon Laporan 
Pelaksanaan Kegiatan ini dijadikan bahan masukan dan saran perbaikan agar 
dapat mewujudkan badan peradilan yang agung. 

Demikian kata pengantar ini saya sampaikan semoga Tuhan Yang Maha 
Esa selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua dalam 
pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. 

Sekian dan terima kasih. 

“Jayalah Peradilan Militer” 

Makassar, 8 Januari 2021 
Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar 

 
 
 
 

Adeng, S.Ag., S.H. 
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

  

 Secara umum laporan pelaksanaan kegiatan merupakan laporan yang 

menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian suatu organisasi dalam 

satu tahun yang berisikan tentang pelaksanaan pengembangan organisasi dan 

kinerja aparatur didalamnya yang disampaikan kepada pemangku kepentingan 

suatu lembaga. 

 Di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, 

laporan pelaksanaan kegiatan merupakan uraian secara deskriptif dan analistis 

tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan, yang meliputi bidang 

teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan sekretariatan, bidang pembinaan 

dan pengawasan serta bidang pembangunan. Pada akhir laporan dimuat 

kesimpulan dan rekomendasi untuk pimpinan Mahkamah Agung RI. 

 Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai 

ujung tombak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung 

RI, menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi peradilan, lebih spesifik lagi merupakan aktualisasi realisasi 

program dan anggaran kegiatan satuan kerja selama satu tahun dalam tahun 

pelaporan. Secara teknis laporan tersebut merupakan laporan pelaksanaan 

tugas pada sector-sektor yang terdapat pada Pengadilan Militer III-16 

Makassar. 

 Lebih lanjut lagi, bahwa laporan pelaksanaan kegiatan merupakan salah 

satu bentuk pertanggungjawaban pimpinan dan aparatur Pengadilan Militer III-

16 Makassar kepada pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan 

evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa 

yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak 

yang berkepentingan.  

 Semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut berpegang pada Visi 

Pengadilan Militer III-16 yaitu: 

 “Terwujudnya Pengadilan Militer III-16 Makassar yang Agung”  

 Yang kemudian dinyatakan dalam susunan Misi Pengadilan Militer III-16 

Makassar, yaitu: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-16 Makassar 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-16 Makassar 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-16 Makassar 
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Sebagai Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam 

bekerja, Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki motto “SIAP” yang bila 

diuraikan adalah merupakan singkatan dari: 

S : Smart 

 Smart berarti bahwa personel Pengadian Militer III-16 Makassar 

memiliki kecerdasan dalam mencerna informasi yang diperoleh 

untuk dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan pengetahuan 

dan keilmuan yang dimiliki. 

I : Innovative 

 Innovative berarti bahwa personel Pengadian Militer III-16 

Makassar senantiasa berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu 

yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu 

yang sama sekali berbeda untuk mempermudah proses kerja 

dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil kerja. 

A : Accountable 

 Accountable berarti bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan mulai 

dari sumber daya yang digunakan, proses hingga hasil yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan atau aturan yang berlaku. 

P : Professional 

 Professional berarti bahwa personel Pengadilan Miiter III-16 

Makassar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan keahliannya dan bersikap obyektif. 
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BAB II 

    MANAJEMEN PERKARA 
 

A. KEADAAN PERKARA 

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA 

Pengadilan Militer III-16 Makassar berkomitmen untuk selalu 

meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di 

bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-

16 Makassar telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam 

suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara. 

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan 

Militer III-16 Makassar telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat 

waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana 

sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai 

aturan yang telah ditetapkan. 

Di tahun 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar masih memiliki  perkara 

sisa dari tahun 2019 sejumlah 2  perkara, kemudian menerima perkara masuk 

sejumlah 98 perkara yang terdiri dari 92 perkara kejahatan dan 6 perkara 

pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2020 sebanyak 100 

perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-16 

Makassar telah memutus sejumlah 97 perkara yang terdiri dari 88 perkara 

kejahatan, 3 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan 6 perkara 

pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2020 berjumlah 3 perkara. Sisa 

perkara yang belum terselesaikan ini  semuanya merupakan perkara kejahatan 

dengan klasifikasi perkara / Memakai tanah tanpa izin yang berhak, / Penipuan 

dan / Desersi, sedang dalam proses pemeriksaan persidangan terkait. 

Adapun adanya beberapa perkara yang diputus Niet Ontvankelijke 

Verklaard (NO), didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya 

yaitu: 

- Berkas perkara Desersi semula Terdakwa tidak diperiksa dan tidak 

ditemukan namun di persidangan Terdakwa hadir sehingga dakwaan Oditur 

Militer batal demi hukum, maka berkas perkara dan harus ditetapkan untuk 

dikembalikan kepada Oditur Militer IV-17 Makassar. 

- Berkas perkara penipuan semula Terdakwa telah diambil keterangan 

dalam BAP namun dalam persidangan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan 

Terdakwa dan telah dilakukan pemanggilan secara sah sesuai peraturan 

perundang-undangan namun Terdakwa tidak hadir dan jawaban dari kesatuan 

Terdakwa bahwa Terdakwa dinyatakan desersi, maka berkas perkara dan 



 

Manajemen Perkara 
 

4 

harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Oditur Militer IV-17 Makassar. 

- Berkas perkara Mangkir semula Terdakwa telah diperiksa dan diambil 

keterangan dalam BAP namun di persidangan Oditur Militer tidak dapat 

menghadirkan Terdakwa dan telah dilakukan pemanggilan secara sah sesuai 

peraturan perundang-undangan namun Terdakwa tidak hadir dan jawaban dari 

kesatuan Terdakwa bahwa Terdakwa dinyatakan desersi maka berkas perkara 

dan harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Oditur Militer IV-17 Makassar. 

Perkara Kejahatan yang diterima dan diputus Pengadilan Militer III-16 

Makassar terdiri dari perkara pidana yang berkaitan dengan pidana umum dan 

pidana militer, hal ini tersaji dalam tabel data penyelesaian perkara dibawah. 

Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2020 
 

No. Data Perkara Jumlah 
PIDANA / KEJAHATAN 
I Pidana Umum: 

 Sisa perkara 2019 2 
 Perkara masuk 2020 47 
 Perkara 2020 (Sisa 2019 + Masuk 2020) 49 
 Sisa perkara 2019 yang diselesaikan di 2020 2 
 Perkara masuk 2020 yang diselesaikan 47 
Sisa perkara pidana umum akhir TA 2020 3 
   
II Pidana Militer   
 Sisa perkara TA 2019 0 
 Perkara masuk TA 2020 45 
 Perkara 2020 (Sisa 2019 + Masuk 2020) 45 
 Sisa perkara TA 2019 yang diselesaikan pada TA 2020 0 
 Perkara TA 2020 (Perkara Masuk) yang diselesaikan 45 
Sisa perkara pidana militer akhir TA 2020 1 
   

PELANGGARAN 
 Sisa perkara TA 2019 0 
 Perkara masuk TA 2020 6 
 Perkara 2020 (Sisa 2019 + Masuk 2020) 6 
 Sisa perkara TA 2019 yang diselesaikan pada TA 2020 0 
 Perkara TA 2020 (Perkara Masuk) yang diselesaikan 6 
Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2020 0 
Sisa perkara akhir TA. 2020 0 

 
Tabel II.2 Rekapitulasi perkara pidana kejahatan 

 

NO SISA PERKARA 
TAHUN 2019 

PERKARA MASUK 
TAHUN 2020 

PERKARA PUTUS 
TAHUN 2020 

SISA AKHIR 
 TAHUN 2020 

 2 92 91 3 

 
Tabel II.3 Rekapitulasi perkara pelanggaran 

 

NO SISA PERKARA 
TAHUN 2019 

PERKARA MASUK 
TAHUN 2020 

PERKARA PUTUS 
TAHUN 2020 

SISA AKHIR 
 TAHUN 2020 

 0 6 6 0 

 Dari data perkara yang masuk dan putus tersebut diatas, dapat 

digolongkan beberapa perkara merupakan tindak pidana dengan klasifikasi 

yang sama hal ini dapat dilihat data table klasifikasi perkara dibawah ini: 
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Tabel II.4 Klasifikasi Perkara 
 

No Klasifkasi Perkara 
Sisa 
Awal 

Masuk Putus Dikembalikan 
Sisa 
Akhir 

1. Atasan memukul bawahan - - - - - 
2. Desersi - 32 31 - 1 
3. Ilegal Loging - - - - - 
4. Insubordinasi - - - - - 
5. Karena kealpaannya me-

nyebabkan orang lain mati 
- - - - - 

6 Karena kealpaannya me- 
nyebabkan orang lain luka 

- - - - - 

7. Kecelakaan lalu lintas - 3 3 - - 
8. Kekerasan dalam rumah 

tangga 
1 2 3 - - 

9. Korupsi  - - - - - 
10. Mangkir - 10 10 - - 
11. Menggugurkan kandungan - - - - - 
12 Narkotika Go. I - 1 1 - - 
13. Pelanggaran lalin - 6 6 - - 
14 Pelanggaran susila - 19 19 - - 
15 Pemalsuan surat - - - - - 
16 Pembunuhan - - - - - 
17 Pemerasan - - - - - 
18 Penadahan - - - - - 
19 Pencurian - 1 1 - - 
20 Penipuan - 5 4 - 1 
21 Penggelapan - 1 1 - - 
22 Pengrusakan - - - - - 
23 Perkawinan Ganda/ 

Poligami 
- 2 2 - - 

24 Perlindungan anak  - 1 1 - - 
25 Perkosaan 1 - 1 - - 
26 Perzinahan - - - - - 
27 Penyalahgunaan 

wewenang 
- 1 1 - - 

28 Pornografi - - - - - 
29 Penganiayaan  - 8 8 - - 
30 Penganiayaan yang menga 

kibatkan luka berat. 
- - - - - 

31 Penganiayaan yang menga 
kibatkan orang lain mati. 

- - - - - 

32 Melawan atasan - 1 1 - - 
33 Jaminan Fidusial - - - - - 
34 THTI - - - - - 
35 Senjata Api - 1 1 - - 
36 Tidak mentaati perintah 

dinas 
- 2 2 - - 

37 Memakai tanah tanpa izin 
yang berkah 

- 1 - - 1 

38 Lain-lain - 1 1 - - 
Jumlah 2 98 97 0 3 

 

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING 

Perkara Pidana yang putus pada tahun 2020 yang kemudian mengajukan 

upaya hukum banding yaitu berjumlah 10 (sepuluh), namun ada 1 perkara 

dicabut Permohonan Bandingnya dan sisa banding tahun 2019 berjumlah 3 

(tiga) perkara. Sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) perkara. 

Seluruh berkas permohonan banding telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi 

III Surabaya secara lengkap dan tepat waktu. 
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Putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III 

Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-16 Makassar di tahun 2020 

adalah sejumlah 11 (dua belas) perkara, sehingga masih ada sisa 1 (satu) 

perkara banding yang belum putus. 

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI 

Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2020 yang kemudian mengajukan 

upaya hukum kasasi tanpa melalui pengajuan banding yaitu sejumlah 1 (satu) 

perkara dan sisa perkara Kasasi tahun 2019 sebanyak 4 (empat) perkara, 

Sedang jumlah perkara banding yang telah turun dan kemudian mengajukan 

upaya hukum kasasi yaitu sejumlah 14 (empat  belas) perkara. Sedangkan 

jumlah perkara yang Dicabut Permohonan Kasasi sebanyak 1 (satu) perkara, 

Sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 18 (delapan belas) perkara. 

Putusan kasasi yang turun dari Mahkamah Agung RI dan diterima di 

Pengadilan Militer III-16 Makassar di tahun 2020 adalah sejumlah 14 (empat 

belas) perkara, sehingga masih ada 4 (empat) perkara yang belum diterima di 

Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) 

Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) perkara yang mengajukan peninjauan 

kembali, dan terdapat pula 1 (satu) Putusan Peninjuan Kembali yang turun di 

Pengadilan Militer III-16.  

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI 

Pada tahun 2020 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi, dan tidak 

terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

Tabel II.5  Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum 

 Secara Lengkap Dan tepat Waktu Tahun 2020 
 

 

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM JUMLAH 
Banding 
Pidana Militer 1 
Pidana Umum 9 
Kasasi 
Pidana Militer 2 
Pidana Umum 12 
PK 
Pidana Militer 0 
Pidana Umum 1 
Grasi 
Pidana Militer 0 
Pidana Umum 0 

Adapun pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar di tahun 

2020 sebagimana ditunjukkan tabel berikut : 
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Tabel II.6 Pelaksanaan Putusan Pidana kejahatan 
 

PERKARA PUTUS BHT UPAYA HUKUM EKSEKUSI 

91 Perkara 68 Perkara 23 Perkara 55 Terdakwa 

 
 

B. PENYELESAIAN PERKARA 

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan 

fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan 

kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal 

perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum 

yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta 

peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. 

Kinerja peyelesaian perkara Pengadilan Militer III-16 Makassar yang  

merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan core 

bussiness organisasi selama tahun 2020 adalah sebagaimana diuraikan 

berikut: 
 

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS 

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. 

Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah 

Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan 

tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat 

laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum 

diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan. 

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks 

yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja 

penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara 

maka semakin tinggi nilai kinerjanya. 

Di tahun 2020 Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki perkara  sisa 

dari tahun 2019 sejumlah 2 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan 

perkara kejahatan. Dari 2 sisa perkara ini, 2 perkara dapat diselesaikan tepat 

waktu. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yaitu sebagai berikut : 

- 2 perkara diregister bulan Desember 2019 dan putus bulan Januari 

2020. 

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU 

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan 

Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, 
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disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 

paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Karenanya, Pengadilan berupaya 

untuk menyelesaikan setiap perkara kurang dari 5 (lima) bulan. Sebagai  dasar 

penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara 

diregister hingga perkara tersebut diputus. 

Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 
 

Bulan ≤ 3 
Bulan 

4 - 5 
Bulan 

6 - 12 
Bulan 

≥ 12 
Bulan Jumlah 

Januari 5 0 0 0 5 
Februari 10 0 0 0 10 
Maret 12 0 0 0 12 
April 3 0 0 0 3 
Mei 3 0 0 0 3 
Juni 6 0 0 0 6 
Juli 7 0 0 0 7 
Agustus 6 0 0 0 6 
September 16 0 0 0 16 
Oktober 1 0 0 0 1 
November 13 0 0 0 13 
Desember 14 1 0 0 15 

 

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sebanyak  97 perkara dapat 

diselesaikan tepat waktu, sehingga prosentase perkara putus di Pengadilan 

Militer III-16 Makassar sebesar 97,00%. 

 

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM 

A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, 

KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI 

Selama tahun 2020 Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memutus 

sejumlah 97 perkara yang terdiri dari 88 perkara kejahatan, 3 perkara putus NO 

dan 6 perkara pelanggaran dan dari perkara yang diputus Pengadilan Militer III-

16 Makassar ditahun 2020 yang tidak mengajukan upaya hukum baik upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali sejumlah 86 perkara.  

Selain itu pada tahun 2020 Pengadilan Militer III-16 Makassar juga telah 

menerima upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak atas putusan yang 

telah diputus, dengan rincian upaya hukum Banding sebanyak 10 perkara, 

Upaya hukum Kasasi sebanyak 14 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 

1 perkara.  

B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI 

Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menerima 11 

Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan dari 11 

Putusan banding tersebut seluruhnya mengajukan upaya hukum kasasi (tidak 

ada yang tidak mengajukan kasasi). 
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C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI 

Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menerima 14 

Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI dan dari 14 Putusan kasasi tersebut 

semuanya tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. 

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA 

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa 

perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode 

pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas 

memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan 

antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. 

Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 70%, 

sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%. 

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-16 Makassar pada 

tahun 2020 sejumlah 100 perkara, sedang perkara yang putus sejumlah 97 

perkara dan sisa 3 (tiga) perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa 

rasio produktifitas memutus perkara sebesar 97,00% dan sisa perkara sebesar 

3,00 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan SANGAT 

BAIK. 

5. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS 

Rasio perkara terhadap Majelis menghitung perbandingan antara jumlah 

perkara yang menjadi beban dalam satu periode dengan jumlah Majelis Hakim 

yang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki 2 

Majelis Hakim yang bersidang sepanjang  tahun 2020, sedang perkara yang 

diputus sejumlah 97 perkara. Dengan demikian rasio perkara terhadap Majelis 

adalah 97 : 2 artinya 1 Majelis Hakim memeriksa sekitar 48 perkara dalam satu 

tahun. 

C. PELAYANAN SIDANG KELILING 

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu melalui 

kegiatan sidang keliling. Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar 

telah melaksanakan 3 (tiga) kali sidang keliling, sebagai pelaksanaan dari 

program kerja  yang sudah di rencanakan. Dari seluruh sidang keliling yang 

telah dilaksanakan, Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memutus sejumlah 

25 perkara. Ketiga jadwal sidang keliling tersebut dilaksanakan di Kendari 

sebanyak 2 (dua) kali dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari 

dan di Parepare dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare.  
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Kegiatan sidang keliling merupakan upaya Pengadilan Militer III-16 

Makassar untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang memiliki 

kendala antara lain: 

- Lokasi Kesatuan Terdakwa jaraknya relatif jauh dari Pengadilan Militer III-16 

Makassar. 

- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya 

dari tempat persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

Tabel II.8 Pelaksanaan Sidang Keliling 
 

NO 
Tanggal 

Sidang 

Tempat 

Sidang 

Jumlah 

perkara 

yang 

disidangkan 

Jumlah 

perkara 

yang 

putus 

Biaya 

sidang 

(Rp) 

1. 17-02-2020 sd 

20-02-2020 

PTUN 

Kendari 
8 8 28.094.800 

2. 21-09-2020 s/d 

25-09-2020 

PA 

Parepare 
7 7 25.850.000 

3. 09-11-2020 s/d 

18-11-2020 

PTUN 

Kendari 
10 10 35.835.200 

Total 25 25 89.780.000 

 

Pelaksanaan sidang keliling ini juga ditujukan untuk mendukung salah 

satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 yang telah 

dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu 

bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan. 

Bentuk kemudahan akses fisik lainnya yaitu diberikannya Petikan Putusan 

seketika setelah pembacaan putusan kepada Terdakwa dan Kesatuan 

Terdakwa.
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 BAB III 
 SUMBER DAYA MANUSIA 

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Militer III-16 Makassar adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). 

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan 

Militer III-16 Makassar, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat 

perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola 

pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik. 

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tahun 2020 

berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status 

kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), dengan rincian 16 

(enam belas) orang personel Militer, 12 (dua belas) orang personel PNS  dan 8 

(delapan) orang PPNPN. 

Berdasarkan Struktur Organisasi, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan 

Militer III-16 Makassar diklasifikasikan berdasarkan Jabatan struktural, 

fungsional dan staf. Sedangkan untuk PPNPN belum termasuk kedalam 

susunan Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang 

mengatur tentang kedudukan PPNPN dalam struktur organisasi. Secara rinci, 

SDM di Pengadilan Militer III-16 Makassar ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel III.1. Data Klasifikasi Pegawai 
 

 

NO KLASIFIKASI JABATAN JUMLAH (Orang) 

I Struktural  Kepala 1 
Wakil Kepala 1 
Panitera 1 
Sekretaris 1 
Panitera Muda Pidana 1 
Panitera Muda Hukum 0 
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1 
Kasubbag Umum dan Keuangan 1 
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan 1 

II Fungsional Pokkimmil 2 
Panitera Pengganti 2 

III Staf Analis Perkara Peradilan Pidana 1 
Analis Perkara Peradilan Hukum 1 
Pengelola Perkara Pidana 1 
Pengelola Perkara 1 
Pengelola Berkas Peninjauan Kembali 1 
Pengolah Data Keberatan dan Banding 1 
Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 1 
Analis Humas 1 
Penyusun Laporan Keuangan 1 
Analis SDM Aparatur 1 
Pengelola Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian 

1 

Pengadministrasi Persuratan 1 
Bendahara 1 
Pengelola Barang Milik negara 1 
Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan Dan 
Perawatan Kendaraan Bermotor 

1 

Pranata Barang dan Jasa 1 



 

 Sumber Daya Manusia 12 

Teknisi Sarana dan Prasarana 0 
Pengadministrasi Perpustakaan 0 
Pranata Kearsipan 
 

0 

IV Tenaga Kontrak Pramubakti 2 
Pengemudi 2 
Satpam 4 

 

A. DATA SEBARAN PEGAWAI 

1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN 

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-16 

Makassar terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN ini 

merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 

(satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan 

memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran 

berikutnya. 

Tabel III.2. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 

No 
Status 

Kepegawaian 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

1. Militer 17 45,94 

2. PNS 12 32,43 

3. PPNPN 8 21,62 

Jumlah 37 100 

 

2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasar jenis 

kelamin adalah sebagai berikut : 

Tabel III.3. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No 
Status 

Kepegawaian 
Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 

1. Militer 10 7 

2. PNS 6 6 

3. PPNPN 7 1 

Jumlah 23 14 
 

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT 

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan 

kepangkatan adalah sebagai berikut : 
 

Tabel III.4. Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan 
 

No Kepangkatan 
Status Kepegawaian 
Militer PNS 

1. Letnan Kolonel 2  

2. Mayor 3  

3. Kapten 1  
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4. Lettu 1  

5. Letda 1  

6. Peltu 1  

7. Pelda 1  

8. Serma 1  

9. Serka 5  

10. Kopda 1  

11. Penata Tk I  7 

12. Penata  1 

13. Penata Muda Tk I  1 

 Penata Muda  3 

Jumlah 17 12 
 

4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN 

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-16 

Makassar yang terdiri personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat 

SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel III.5. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
 

No 
Jenjang 

Pendidikan 
Status Kepegawaian 

Jumlah 
Militer PNS PPNPN 

1. S-2 2 1 - 3 

2. S-1 7 10 2 18 

3. D-3 - - - - 

4. SMA 8 1 6 15 

Jumlah 17 12 8 36 
 

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan 

untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana 

sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki jenjang 

pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam 

program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai 

Pengadilan Militer III-16 Makassar pada dasarnya memiliki potensi untuk 

mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA 

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, 

sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar berusia antara 31-

40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai 

Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah sebagai berikut : 

Tabel III.6. Data Pegawai Berdasarkan Usia 
 

No 
Rentang 

Usia 
Status Kepegawaian 

Jumlah 
Militer PNS PPNPN 

1. 20 – 30 Tahun 0 1 4 5 

2. 31 – 40 Tahun 11 3 2 15 



 

 Sumber Daya Manusia 14 

3. 41 – 50 Tahun 5 5 1 11 

4. 51 – 58 Tahun 1 3 1 5 

Jumlah 17 12 8 36 

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai 

Pengadilan Militer III-16 Makassar berada di puncak usia produktif, sehingga 

hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi 

terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

B. MUTASI 

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena 

tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja 

dalam organisasi yang bersangkutan.Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut 

dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan 

diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya. 

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar, mutasi umumnya 

terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena 

adanya pengisian atas jabatan tertentu. 

1. MUTASI KELUAR 

Di tahun 2020 terdapat 6 (enam) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini 

dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. 

Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan 

Pengadilan Militer III-16 Makassar selama tahun 2020. 

Tabel III.7. Daftar Mutasi Keluar Pegawai 
 

No Nama/Pangkat/NRP/NIP Jabatan Nomor Surat TMT 

1. Letnan Kolonel Chk Fredy 
Ferdian Isnartanto, S.H., M.H 
NRP 11010047011279  

Kadilmil 
SK KMA No 

44/KMA/Kep/III/2020 
 

5-3-2020 

2. Letnan Kolonel Chk L. M. 
Hutabarat, S.H., M.H.  
NRP 11980001820468 

Pokkimmil 
SK KMA No 

44/KMA/Kep/III/2020 
5-3-2020 

3. Mayor Chk Kuswara, S.H., 
M.H.  
NRP 2910133990468 

Pokkimmil 
SK KMA No 

44/KMA/Kep/III/2020 
5-3-2020 

4. Kapten Sus Arinta Mudji 
Pranata, S.H., M.H.  
NRP 541692 

Panitera 50/Djmt/Kep/10/ 2020 23-10-2020 

5. Serda Chumaidi  
NRP 31060417870186 

Ba Kodam 
XVI/Ptm 

untuk 
Kumdam 
XIV/Ptm 

Sprin Dirkum TNI AD 
Sprin/1109/X/2020 

12-10-2020 

6. Sertu Sumardi  
NRP 31960173740276 

Pelaksana 584/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020 13-3-2020 
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2. MUTASI MASUK 

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan 

Pengadilan Militer III-16 Makassar dikarenakan adanya kebutuhan untuk 

menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang 

kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar yang 

mutasi keluar. Selama tahun 2020 terdapat 2 (dua) Pegawai yang mutasi 

masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-16 

Makassar yaitu : 

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai 
 

No Nama/Pangkat/NRP/NIP Jabatan Nomor Surat TMT 

 
1. 

Letnan Kolonel Laut (KH) 
Desman Wijaya, S.H., 
M.H. 
NRP 13134/P  

Wakadilmil 
SK KMA No 

44/KMA/Kep/III/
2020 

5-3-2020 

 
2. 

Mayor Chk Djunaedi 
Iskandar, S.H. 
NRP 2910134720371 

Pokkimmil 
SK KMA No 

44/KMA/Kep/III/
2020 

5-3-2020 

3. 
Letnan Satu Chk (k) Sari 
Rahayu, S.H. 
NRP 21000147090780 

Panitera 
Muda Pidana 

50/Djmt/Kep/10/ 
2020 

23-10-2020 

 

 

C. PROMOSI 

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan 

regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada 

pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat 

ataupun kenaikan jabatan. 

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu 

kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan 

pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan 

pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan 

kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk 

promosi dalan hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan 

Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan 

kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu. 

1. KENAIKAN PANGKAT 

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, tetapi 

merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada 

beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan 

pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta. 

Selama tahun 2020, terdapat 6 (enam) orang pegawai Pengadilan Militer 

III-16 Makassar yang menerima kenaikan pangkat, dimana seluruhnya 
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menerima kenaikan pangkat regular. 6 (enam) orang   personel Militer dan 1 

(satu) orang personil PNS. Kenaikan pangkat  ini diterima karena personel 

tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki 

nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan 

kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut : 

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai 

No 
Nama/Pangkat/NRP/

NIP 
Jabatan Nomor Surat TMT 

1. Kapten Sus Arinta Mudji 
Pranata, S.H., M.H.  
NRP 541692 

Panitera Muda 
Pidana Kep/77-TIII/III/2020 1-4-2020 

2. Serma Riyanto 
NRP 21050147870784 

Pranata Barang 
dan Jasa  

Kep/197-33/III/2020 1-4-2020 

3. Serda Chumaidi  
NRP 31060417870186 

Pengadministrasi 
Perpustakaan 

Kep/386-33/V/2020 18-5-2020 

4. Letnan Dua Chk (K) 
Fitriyani Nasir  
NRP 21050318561184 

Pranata 
Kearsipan 

61/TNI/TAHUN 2020 27-7-2020 

5. Martinus Uma Rantesalu 
NIP 196201121987031008 

Staf Panmud 
Pidana 

01255/13001/A2/12/19 1-1-2020 

6. Bagiyo, S.H.  
NIP 196603151992031002 

Penyusun 
Laporan 
Keuangan 

62/KP.I/SK/IX/2020 25-09-2020 

2. KENAIKAN JABATAN 

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa 

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap 

cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya 

kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur 

organisasi. 

Selama tahun 2020, terdapat 4 (empat) orang pegawai Pengadilan Militer 

III-16 Makassar yang menerima kenaikan jabatan, Kenaikan jabatan dianggap 

cakap dan layak untuk menempati jabatan tersebut. Data pegawai yang 

mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut : 

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai 

No Nama/Pangkat/NRP/NIP 
Jabatan 

Lama 
Jabatan 

Baru 
Nomor 
Surat 

TMT 
 

1. Letnan Kolonel Chk Adeng, S.Ag., S.H.                       
NRP 11980005390269 

Wakadilmil Kadilmil 
SK KMA No. 
44/KMA/SK/ 

III/2020 
5-3-2020 

 

2. Dhanang Sri Anunggita, S.Sos  
NIP 98402192019031005 

CPNS PNS 
04/SEK/PNS.0
4.1/ SK/II/2020 
nomor urut 75 

28-2-2020 

 

3. Dede Febrizal Rachman, S.H.          
NIP 198902022019031003 

CPNS PNS 
04/SEK/PNS.0
4.1/SK/II/2020 
nomor urut 74 

28-2-2020 

 

4. Ashhab Triono, S.E.  
NIP 199207192019031003 

CPNS PNS 
05/SEK/PNS.0
4.1/SK/II/2020 
nomor urut 33 

28-2-2020 
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D. PENSIUN 

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai 

dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun 

berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi 

Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan 

Tamtama pada usia 53 tahun. Sedangkan bagi PNS akan mengakhiri masa 

dinasnya pada usia 58 tahun.  

Pada tahun 2020 personel Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah 

memasuki usia pensiun ada 2 (dua) orang terdiri dari personel Militer dan PNS. 
 

Tabel III.11 Daftar Pegawai Pensiun 
 

No Nama/Pangkat/NRP/NIP Jabatan Nomor Surat TMT 
 
 

1. Martinus Uma Rantesalu NIP 
196201121987031008 

Staf Panmud 
Pidana 

01255/13001/A2/12
/2019 

31-1-2020 

. 

2. Letkol Chk Wahyudin, S.H. NRP 
522532 

Pokkimmil Kep/606/VII/2020 23-7-2020 

E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung 

peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini 

dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya 

bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi. 

Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai badan perdilan tingkat pertama 

tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan 

Militer III-16 Makassar akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila 

ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. 

Beberapa diklat yang telah diikuti oleh personel Pengadilan Militer III-16 

Makassar adalah : 

Tabel III.12 Daftar Diklat Pegawai 

No Diklat/Bimtek/Sosialisasi Tempat/Waktu Peserta 

DIKLAT TEKNIS 
1. Kompetensi dan Independensi 

Hakim Militer dalam 
Menyelesaikan Perkara Lesbian, 
Gay, Biseksual dan Transgender 
(LGBT) di Lingkungan Peradilan 
Militer 

Online 
10-13 Agustus 2020 

Letnan Kolonel 
Laut (KH) Desman 
Wijaya, S.H., M.H. 

2. Pelatihan Teknis Narkotika bagi 
Hakim Peradilan Umum dan Militer 
di Seluruh Indonesia 

Online 
19 Agustus – 10 
September 2020 

Mayor Sus 
Rahmansyah 
Faharuddin, S.H., 
M.H. 

3. Bimbingan Teknis Panitera  
Peradilan Militer 

Online 
24-27 Agustus 2020  
 

Pelda Nurman  
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4. Pelatihan Online teknis fungsional 
Tata Usaha Militer bagi Hakim 
Peradilan Militer seluruh Indonesia 

Online 
28 Agustus – 18 
September 2020 

Letnan Kolonel 
Chk Adeng, S.Ag., 
S.H. 

5. Bimbingan Teknis Panitera 
Peradilan Militer 

Online 
28 September -  01 
Oktober 2020 

Mayor Chk Mahpul 
Saepuloh, S.H., 
Kapten Sus Arinta 
Mudji Pranata, 
S.H., M.H. dan 
Peltu (K) Erna Dwi 
Astuti 

6. Bimbingan Teknis Panitera 
Peradilan Militer dengan tema 
“Mewujudkan Integritas Panitera di 
Lingkungan Peradilan Militer yang 
Profesional dengan Memegang 
Teguh Kode Etik” 

Online 
14 Oktober -  16 Oktober 
2020 

Mayor Chk Mahpul 
Saepuloh, S.H., 
Kapten Sus Arinta 
Mudji Pranata, 
S.H. 

7. Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Panitera dan Staf di 
Bidang Pemberkasan dalam 
Rangka Tertib Administrasi 

Online 
19 -  21 Oktober 2020 

Peltu (K) Erna Dwi 
Astuti, Pelda 
Nurman, Dede 
Febrizal Rachman, 
S.H., Kopda Y. 
Daud Louw.  

8. Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Panitera dan Staf 
dalam Penyelesaian Administrasi 
Perkara di Lingkungan Peradilan 
Militer 

Online 
21 s.d. 23 Oktober 2020 

Kapten Sus Arinta 
Mudji Pranata, 
S.H., M.H., Serka 
Andi Andri Yudha, 
Ramlah Madjid, 
S.H.,  

9. Bimbingan Teknis Panitera 
Peradilan Militer dengan tema 
“Penguatan Kompetensi Panitera 
dan Staf di Lingkungan Peradilan 
Militer dalam Penyelesaian Upaya 
Hukum” 

Online 
26 s.d. 28 Oktober 2020 

Kapten Sus Arinta 
Mudji Pranata, 
S.H., M.H., Serka 
Samsuddin, S.H., 
Dede Febrizal 
Rachman, S.H.,  

10. Pelatihan Teknis Fungsional 
Panitera Pengganti 
 
 

Online 
06 s.d 27 November 
2020 

Peltu (K) Erna Dwi 
Astuti, Pelda 
Nurman 

11. Pelatihan Teknis Fungsional 
Penyamaan Persepsi Pembuatan 
Putusan di Lingkungan Peradilan 
Militer 

Hotel Wyndham 
Surabaya  
30 November s.d. 4 
Desember 2020 

Letnan Kolonel 
Laut (KH) Desman 
Wijaya, S.H., M.H., 
Mayor Chk 
Djunaedi Iskandar, 
S.H., Mayor Sus 
Rahmansyah 
Faharuddin, S.H., 
M.H. 

DIKLAT NON TEKNIS 
1. Pelatihan Sertifikasi Hakim Juru 

Bicara Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective Presentation 

Kampus Balitbang Diklat 
Kumdil MA RI 10 s.d. 21 
Maret 2020 

Letnan Kolonel 
Chk Fredy Ferdian 
Isnartanto, S.H., 
M.H. 

2. Bimbingan Teknis Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
bagi Administrator di Lingkungan 
Peradilan Militer 

Hotel Grand Zuri 
Malioboro, Yogyakarta  
11 s.d. 13 Maret 2020 

Serka Samsuddin, 
S.H. 

3. Pelatihan Change Leadership Online 
30 Maret s.d. 24 April 
2020 

Muhammad Arfah 
Afendi, S.E., M.M. 

4. Pelatihan Creative Thingking 
Technique 

13 April s.d. 8 Mei 
202011 Desember 2020 

Muhammad Arfah 
Afendi, S.E., M.M. 

5. Pelatihan Online Manajemen 
Resiko Gelombang I Tahun 2020 

Online 
6 Mei s.d. 7 Juni 2020 

Mayor Chk Mahpul 
Saepuloh, S.H. 

6. Pelatihan Online Manajemen 
Resiko Gelombang II Tahun 2020 

Online 
8 Juni s.d. 3 Juli 2020 

Kapten Sus Andi 
Dala Uleng, S.H. 

7. pelatihan webinar menulis laporan 
efektif dari tempat tugas. 

Online 
10 Juli 2020 
 

Muhammad Arfah 
Afendi, S.E., M.M. 
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8. pelatihan online Analis 
Kepegawaian Keahlian Angkatan I, 
II, III tahun 2020 

17 Juli s.d. 13 Agustus 
2020 

Dhanang Sri 
Anunggita, S.Sos. 

9. pelatihan online teknik menyusun 
abstraksi putusan pengadilan 
(executive summary) 

23 s.d 24 Juli 2020 Mayor Chk 
Djunaedi Iskandar, 
S.H. 

10. pelatihan online English Efective 
Presentation Gel. III Tahap II 

Online 
03 s.d 11 Agustus 2020 

Letnan Kolonel 
Laut (KH) Desman 
Wijaya, S.H., M.H. 

11. pelatihan online menulis laporan 
efektif bagi kesekretariatan batch 2 
tahun 2020 

Online 
10 s.d 14 Agustus 2020 

Muhammad Arfah 
Afendi, S.E., M.M. 

12. mengikuti pelatihan online video 
editing kelas 01 s.d. 03 tahun 2020 

Online 
24 - 28 Agustus 2020 

Kapten Sus Arinta 
Mudji Pranata, 
S.H., M.H. 

13. pelatihan online Kepemimpinan 
Pengawas Gel. III tahun 2020 

Online 
31 Agustus s.d. 4 
Desember 2020 

Sukmawaty Rasjid, 
S.Sos 

14. pelatihan online Kepemimpinan 
Administrator Angkatan I dan II 

Online 
31 Agustus s.d. 27 
November 2020 

Muhammad Arfah 
Afendi, S.E., M.M. 

15. Pelatihan Online  Basic Video 
Production Kelas 01 s.d. Kelas 02 

Online 
28 September s.d. 02 
Oktober 2020 

Hamiah, S.Sos. 

16. Seminar FGD dengan tema 
“Penyusunan Naskah Akademik 
Rancangan Undang-undang 
Contempt of Court” 

Online 
22 Oktober 2020 

Mayor Chk Mahpul 
Saepuloh, S.H. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, 
SARANA DAN PRASARANA DAN 
TEKNOLOGI INFORMASI 

 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam 

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus 

diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang meliputi 

kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan 

anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam undang-undang tersebut di atas. 

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar 

diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, 

Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 2 (dua) orang Staf 

Pengelola Keuangan. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna 

Barang didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang 

Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 

tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang 

pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

Berada di Bawahnya. 

Adapun Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji 

dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas pengolola 

Anggaran Belanja pegawai (PPABP) dan Petugas Pengantar SPM & Pengambil 

SP2D  di Pengadilan Militer III-16 Makassar ditunjuk berdasarkan Surat 

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-16 Makassar 

Nomor W3-Mil05/49/SK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019. Sedangkan 

penunjukan Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerimaan Pengadilan 

Militer III-16 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer 

III-16 Makassar Nomor W3-Mil05/45/SK/XII/2019 Tanggal 26 Desember 2019. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2020, 

Pengadilan Militer III-16 Makassar  didukung oleh anggaran yang berasal dari 

Anggaran Pendapat  Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang 
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dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar  memiliki 

2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun 

Mahkamah Agung RI. 

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01) 

Pada DIPA 01 telah dilakukan revisi sebanyak 5 (Lima) kali seiring dengan 

perubahan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Adapun rincian revisi 

DIPA 01 yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dilihat 

dengan tabel berikut:  
 

Tabel IV.1. Revisi DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 

No Uraian Tanggal Pegawai 
 (Rp) 

Barang  
(Rp) 

Modal (Rp) 
Jumlah  

(Rp) 
1 DIPA awal 12-11-2019 6.313.297.000 1.081.116.000 25.000.000 7.430.213.000 

2 Revisi 1 15-02-2020 6.313.297.000 1.081.116.000 25.000.000 7.430.213.000 

3 Revisi 2 03-07-2020 6.313.297.000 1.081.116.000 25.000.000 7.419.413.000 

4 Revisi 3 02-09-2020 6.313.297.000 1.081.116.000 25.000.000 7.419.413.000 

5 Revisi 4 02-10-2020 2.812.297.000 1.081.116.000 25.000.000 3.918.413.000 

6 Revisi 5 14-12-2020 2.812.297.000 1.081.116.000 25.000.000 3.918.413.000 

 

1. Revisi Ke-1 Tanggal 15 Februari 2020 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi 

kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk 

memperbaiki rencana penarikan dana. 

2. Revisi ke-2 Tanggal 3 Juli 2020 Tentang pengurangan belanja sewa rumah 

dinas hakim sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupah). 

Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA dimana dirasa masih ada 

kelebihan anggaran di pagu belanja sewa rumah dinas hakim yang selanjutnya 

pagu lebih ini dialihkan ke Pengadilan lain yang masih kekurangan pagu 

anggaran tersebut. 

3. Revisi ke-3 tanggal 2 September 2020 tentang POK yaitu pergeseran antar 

akun belanja barang, Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja 

barang serta tidak merubah Pagu Anggaran. 

4. Revisi ke-4 tanggal 2 Oktober 2020 tentang pengurangan belanja pegawai 

sebesar Rp. 3.501.000.000. dari pagu sebelumnya Rp. 7.430.213.000 (tujuh 

milyar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) menjadi 

sejumlah Rp. 3.918.413.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta 

empat ratus tiga belas ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog 

MA untuk mengambil kelebihan pagu belanja pegawai untuk dialihkan ke 

Pengadilan lain. 



 

 Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi 
  

22 

5. Revisi ke-5 tanggal 14 Desember 2020 tentang POK yaitu pergeseran antar 

akun belanja pegawai untuk menutupi pagu minus dan akun belanja barang, 

Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang serta tidak 

merubah Pagu Anggaran. 

 Setelah melalui 5 (lima) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-

16 Makassar di tahun 2020 menjadi sebesar 3.918.413.000 (tiga milyar 

sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari pagu 

awal sebesar Rp. 7.430.213.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta dua 

ratus tiga belas ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja 

pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah 

kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja barang 

digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional 

perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk perolehan aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian 

masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel berikut : 

Tabel IV.2. Pagu Anggaran DIPA 01 
 

Kode Uraian Jumlah 
51 Belanja Pegawai Rp. 2.812.297.000 

52 Belanja Barang Rp. 1.081.116.000 
53 Belanja Modal Rp. 25.000.000 

           Jumlah Rp. 3.918.413.000 

 

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2020 untuk 

masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut : 

Tabel IV.3. Pengelolaan DIPA 01 
 

 
 

Bulan 
Jumlah Belanja 

Pegawai 
 (Rp) 

Barang  
(Rp) 

Modal  
(Rp) 

Januari 179.894.074 15.134.000 0 
Pebruari 126.819.946 75.766.830 0 
Maret 182.983.665 183.143.058 0 
April 189.287.678 40.225.000 0 
Mei 361.529.240 94.961.100 0 
Juni 177.109.536 73.508.800 0 
Juli 183.018.142 71.110.900 25.000.000 
Agustus 337.446.233 71.110.900 0 
September 172.732.851 68.507.700 0 
Oktober 153.521.406 104.506.397 0 
Nopember 152.609.449 68.184.450 0 
Desember 155.165.918 140.134.000 0 

Jumlah 2.430.735.480 1.006.735.983 25.000.000 
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Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir 

tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

     Tabel IV.4. Realisasi Anggaran DIPA 01 
 

Uraian Jumlah 
Persentase 

(%) 
Pagu Rp.   3.918.413.000 100 

Realisasi Rp.   3.462.471.463 88.36 

Sisa Rp.      455.941.670 11.64 

 
Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi anggaran untuk DIPA Badan 

Urusan Administrasi Tahun 2020 adalah sebesar 88,36%  atau Rp. 

3.462.471.463,- (Tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh 

puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah). 

Penyerapan anggaran hanya sebesar 88,36% dikarenakan terdapat 

kelebihan alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 381.561.653,- (Tiga ratus 

delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh 

tiga rupiah). Kelebihan alokasi anggaran belanja pegawai terbesar terdapat 

pada akun belanja tunjangan fungsional PNS. Belanja barang yang tidak 

terserap sebanyak Rp. 89.505.017,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus 

lima ribu tujuh belas rupiah) diantaranya pada akun belanja sewa rumah dinas 

hakim dan belanja sewa internet. 

 

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05) 

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA- 

005.05.2.663357/2020 tanggal 12 November 2019. Sepanjang tahun 2020, 

DIPA 05 dilakukan revisi sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan dikeluarkannya 

petikan pada tanggal 18 November 2020 dengan perubahan POK (revisi 

anggaran dalam hal pagu anggaran tetap) dan Hal III DIPA (Revisi kewenangan 

Kanwil DJPB).  

Dari DIPA 05 di tahun 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar mendapat 

pagu anggaran sejumlah Rp. 115.930.000 (Seratus lima belas juta sembilan 

ratus tiga puluh ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan 

belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.  

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel IV.5. Pengelolaan DIPA 05 
 

Bulan 

Belanja Barang 

Belanja Barang 
Persediaan dan Jasa 

Pos 

Belanja 
Perjalanan 

Sidang Keliling 

Januari Rp. 0 Rp. 0 

Pebruari Rp. 1.794.000 Rp. 28.094.800 

Maret Rp. 1.645.000 Rp. 0 

April Rp. 1.952.400 Rp. 0 

Mei Rp. 1.541.900 Rp. 0 

Juni Rp. 1.940.000 Rp. 0 

Juli Rp. 1.000.000 Rp. 0 

Agustus Rp. 1.796.900 Rp. 0 

September Rp. 2.000.000 Rp. 25.850.000 

Oktober Rp. 1.995.000 Rp. 0 

November Rp. 1.716.000 Rp. 36.835.200 

Desember Rp. 4.980.900 Rp. 0 

Jumlah Rp. 22.362.100 Rp. 89.780.000 
 

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir 

tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
 

Tabel IV.6. Realisasi anggaran DIPA 05 
 

Uraian 
Jumlah 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Pagu 115.930.000 100 

Realisasi 112.142.100 96,73 

Sisa 3.787.900 3,27 

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 96,73 

% atau sebesar Rp. 112.142.100,- (seratus dua belas juta seratus empat puluh 

dua ribu seratus rupiah). 

3. KEUANGAN DARI PERKARA 

Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak mengelola keuangan yang 

berasal dari biaya perkara karena pengelolaan biaya perkara dikelola oleh 

Oditurat Militer.  

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA  

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-16 

Makassar merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan 

sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar. Wujud dari sarana dan prasarana 

tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, 
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peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud. 

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana 

kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang 

Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap 

kekayaan negara. 

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan 

akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem 

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah 

dijalankan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar selaku UAKPB (Unit 

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara 

periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Makassar selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Makassar  secara periodik per 

semester. 

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 

Di Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar 

melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi 

berupa PC Komputer yang diperuntukkan bagi Panitera  sejumlah 2 (dua) unit, 

dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh puluh lima 

juta rupiah). Dari pagu tersebut, terserap sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh 

lima juta rupiah) sehingga realisasi belanja mencapai 100%. 

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI 

A) Tanah dan Gedung Kantor 

 

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menempati Gedung Kantor baru 

di Jalan Batara Bira Km. 16 No.5 Baddoka Makassar sejak tanggal 19 Agustus 

2013. Penempatan gedung kantor baru ini berdasarkan peresmian langsung 

oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, 

S.H,.M.H. di Pengadilan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur pada tanggal 22 

Mei 2013. Sarana dan Prasarana Kantor Dilmil III-16 Makassar sebagian besar 

merupakan pengadaan sendiri dari Mahkamah Agung. 

Untuk tertib pengadministrasian sarana dan prasarana Gedung Kantor 

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah dilaksanakan pengadministrasian 

tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara ke dalam aplikasi, 

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara 
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(SIMAK BMN) serta pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah. 

B) Peralatan Dan Mesin 

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-16 

Makassar dapat dibedakan menjadi : 

1) Kendaraan dinas 

2) Alat pengolah data dan komunikasi 

3) Inventaris kantor lainnya 
 

Aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-16 

Makassar sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Laporan 

kegiatan Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2020 ini.  

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung 

kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-16 Makassar bertekad 

untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal 

pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun 

sumber daya manusia. 

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memanfaatkan keberadaan 

teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website 

resmi di alamat www.dilmil-Makassar.go.id. Dalam website ini Pengadilan 

Militer III-16 Makassar menyajikan informasi yang berhubungan dengan 

Pengadilan Militer III-16 Makassar baik informasi yang bersifat tehnis, non 

teknis maupun informasi umum lainnya. 

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya 

modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan 

dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung 

penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan 

diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi 

di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-16 

Makassar menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem 

client-server. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling 
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berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data. 

Adapun dalam hal peningkatan bandwith internet, sesuai surat Sekretaris 

Mahkamah Agung Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 26 Juni 2019 

Pengadilan Militer III-16 Makassar menunjuk PT. Telkom sebagai penyedia 

layanan. 

Jumlah Server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-16 

Makassar berjumlah 2 (dua) unit. 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 

digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus 

hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di 

bulan Desember 2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court. 

1. IMPLEMENTASI e-COURT 

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang 

dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan 

dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan 

sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP 

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara). 

Secara umum, e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk 

pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara 

secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan 

saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. 

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi 

Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan 

pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya 

asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia 

dalam e-court antara lain : 

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) 

- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) 

- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) 

- e-Litigation (Persidangan secara online) 
 
 

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini 

tidak dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar 

mengingat perkara Tata Usaha Militer pada peradilan militer dilaksanakan oleh 

Pengadilan Militer Tinggi. 

2. IMPLEMENTASI SIPP 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi 

berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada 
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masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja 

hakim. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal 

pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan 

dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate 

informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. 

Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah 

mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi 

di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya Kepala 

Pengadilan Militer III-16 Makassar menindaklanjuti dengan mengeluarkan 

Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 

:W3.Mil03/09c/Skep/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim 

Implementasi Aplikasi SIPP pada Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan 

pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-16 

Makassar di tahun 2020 adalah versi 4.0.1. Pembaruan versi ini sehubungan 

dengan adanya penyesuaian fitur PNBP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

5 Tahun 2019. Dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan 

pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu 

pengisian, maka Pengadilan Militer III-16 Makassar menggunakan aplikasi MIS 

(Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu 

versi 4.0.1 

Sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilaporkan bahwa kondisi SIPP di 

Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan rasio penanganan perkara 

sebesar 97 %. 
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BAB V 
   INOVASI PELAYANAN PUBLIK 
A. Akreditasi Penjaminan Mutu 

 Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan Kinerja 

Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance 

Excellent - ICPE). Akreditasi pada Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha 

Negara didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI 

506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan 

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

 Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melaksanakan Akreditasi 

Penjaminan Mutu pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2018, sesuai dengan 

Surat Tugas Dirjen Badimiltun MARI Nomor: 627.a/Djmt.2/Ratgas/6/2018 

tentang Pelaksanaan Assesment Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan 

Militer III-16 Makassar. Adapun Area yang diperiksa sebagai berikut : 

AREA I Assesmen Kepemimpinan di Peradilan Militer 

AREA II Assesmen Pola Bindalmin dan Standard Operasional Prosedur 

(SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer 

AREA III Assesmen Sarana dan Prasarana Peradilan Militer 

AREA IV Assesmen Pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya di Peradilan Militer 

AREA V Assesmen Pelayanan Meja Informasi dan Penaganan 

Pengaduan di Peradilan Militer. 

Sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu di 

Lingkungan Pengadilan Militer pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Rapat Pleno 

Tim Akreditasi Penjamin Mutu Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik 

Indonesia menetapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar Lulus dengan nilai 

90,83 dengan Predikat A (Sangat Baik). 

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

 Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H. 

menyampaikan program akreditasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

merupakan upaya Mahkamah Agung dalam implementasi cetak biru 

pembaruan peradilan 2010-2035. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran 

Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan 

menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP. Kebijakan 
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PTSP ini kemudian ditindaklanjuti pada tingkat direktorat jenderal masing-

masing badan peradilan. 

 Untuk lingkungan peradilan militer didasarkan pada Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : 

460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, 

Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer. 

 Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer mengeluarkan Surat Keputusan 

Nomor : W3.Mil05/01/KEP/I/2019 tentang Penggunaan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

C. Inovasi Pelayanan Publik 

1. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

2. Adanya ruang tunggu bagi pencari keadilan, ruang menyusui, mushallah, 

dan tempat bermain anak-anak yang representatif. 

3. Adanya Aplikasi Siratmil untuk mempemudah pelayanan terhadap 

pencari keadilan. 

4. Sebagai respon terhadap pandemi virus COVID-19 dibuatkan sarana 

tambahan protokol Kesehatan sebagai berikut: 
 

Tablel V.1 Sarana tambahan protokol kesehaatan COVID-19 

No. Inovasi Foto 

1. Adanya Akrilik pembatas 

antara tamu dan petugas 

PTSP 

 

2. Adanya wastafel umum di 

luar gedung kantor dan 

informasi cetak Protokol 

Kesehatan 
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3. Adanya alat pengukur 

suhu tubuh infrared. 
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BAB VI 
 PENGAWASAN 

 

A. Internal 

 Pengawasan internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan 

peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan 

melekat dan pengawasan fungsional yang terdiri dari serangkaian kegiatan 

yang bersifat pengendalian. 

 Komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai 

bagian dari penuntasan agenda reformasi sampai saat ini masih banyak 

menghadapi kendala.  Harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan 

agar benar-benar dapat menempatkan dirinya sebagai benteng keadilan tidak 

sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak, hal ini terbukti dengan masih 

banyaknya kritik dan sorotan yang ditujukan terhadap lembaga peradilan. 

 Masyarakat mengkritik bahwa lembaga peradilan belum sepenuhnya 

menempatkan diri sebagai lembaga yang dapat memberikan pelayanan 

keadilan sebagaimana yang diharapkan, lambat dalam menangani perkara, 

biaya dirasakan mahal, adanya perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan 

(Hakim dan Panitera) yang dianggap tercela. Banyak kritik yang dialamatkan 

terhadap lembaga peradilan tersebut bagaimanapun tidak terlepas dari kinerja 

lembaga peradilan selama ini. Terlebih lagi, era reformasi memerlukan 

keterbukaan (transparansi), profesionalisme serta demokrasi disegala bidang 

termasuk di lembaga peradilan. 

 Keberhasilan pelaksanaan tugas peradilan amat ditentukan oleh peran 

penyelenggara negaranya. Beberapa kegiatan pokok dalam mencapai program 

pengawasan aparatur Negara adalah meningkatkan kualitas informasi sistem 

pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas 

perencanaan, pengawasan/pengendalian pelaksanaan dan pelaporan. 

 Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managemen yang 

bertujuan untuk menjaga dan mengendaikan agar tugas tugas yang harus 

dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana 

kerja yang telah digariskan.  Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai kawal 

depan (provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan 

senantiasa berpedoman pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI dalam hal 

ini PERMA 7,8 dan 9 Tahun 2016. 

 Tugas Pokok Pengadilan Militer III-16 Makassar selain mengadili perkara 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam tingkat 
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pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek 

pengawasan Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu bidang teknis peradilan 

yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik 

administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku 

pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi 

peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim. 

Tujuan diadakannya pengawasan adalah : 

- Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan 

sesuai ketentuan peundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian 

apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk 

perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang. 

- Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan 

pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, 

tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga tujuan pembinaan 

aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna 

dan berhasil guna. 

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan 

Militer III-16 Makassar yaitu : 

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam 

menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi 

tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam 

Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

2. Hakim pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap 

bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang kemudian hasil 

pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/ Sekretaris dan jajarannya. 

3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan 

maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan 

penelitian dan penelaahan. 

4. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali. 

5. Memberi sanksi jika terdapat personil baik Militer maupun PNS yang melanggar 

disiplin. 

Salah satu bentuk pengawasan internal yang sangat membantu dalam 

monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah penunjukan Hakim 

Pengawas Bidang pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yang 

berkaitan erat dengan keberhasilan peaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. 

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer III-16 Makassar 
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pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-

16 Makassar, yaitu : 

1. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 

W3.Mil05/25/KEP/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim 

Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

2. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 

W3.Mil05/54/KEP/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim 

Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.  

B. Evaluasi 

 Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui 

pembahasan atas laporan baik secara lisan dan tertulis yang diajukan pada saat 

pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-16 

Makassar. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum 

administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi 

kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa 

kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber 

daya manusia serta sarana dan prasaran yang tersedia. 
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BAB VII 
   PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

 
Pada Laporan pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020 ini, kami 

sampaikan beberapa kesimpulan yang akan uraikan sebagai berikut : 

1. Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam mewujudkan Performa / Kinerja 

Peradilan Indonesia yang unggul / prima telah terakreditasi dengan predikat ”A” 

(Sangat Baik) berdasarkan penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan 

oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI. Selain itu Pengadilan Militer III-16 

Makassar juga telah berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015 pada Tahun 2017. 

2. Persentase penyelesaian perkara sebagai core business peradilan pada 

Pengadilan Militer III-16 Makassar di Tahun 2020 sebesar 97%, yang dirincikan 

sebagai berikut: Sisa awal perkara kejahatan tahun 2019 sebanyak 2 (dua) 

perkara, Perkara yang diterima Tahun 2020 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) 

perkara. Dan telah berhasil diputus sebanyak 91 (sembilan puluh satu) perkara, 

sehingga sisa perkara kejahatan Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) perkara. 

Sementara untuk perkara lalu lintas (pelanggaran) sisa awal nihil, perkara yang 

masuk tahun 2020 sebanyak 6 (enam) perkara dan telah diputus sebanyak 6 

(enam) perkara sehingga sisa perkara pelanggaran lalu lintas Tahun 2020 

adalah nihil. 

3. Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menggunakan struktur organisasi 

sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 sejak akhir Tahun 2015, namun hingga akhir Tahun 2020 masih terdapat 

kekosongan pejabat pada Jabatan Panitera Muda Hukum. 

Per 31 Desember 2020, Jumlah Hakim pada Pengadilan Militer III-16 sebanyak 

4 (empat) orang termasuk unsur pimpinan (Kadilmil dan Wakadilmil), dan jumlah 

Panitera Pengganti sebanyak 2 (dua) orang. Jumlah ini masih belum ideal 

mengingat beban perkara Pengadilan Militer III-16 Makassar yang cukup besar. 

4. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-16 Makassar Sebagian besar 

berada dalam usia produktif. Upaya peningkatan kualitas personel melalui 

jenjang pendidikan formal maupun Pendidikan dan pelatihan baik teknis/non 

teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar. 

5. Persentase penyerapan anggaran Pengadilan Militer untuk DIPA 01 (663356) 

dari Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2020 sebesar 88,36% 

yakni sebesar Rp. 3.462.471.463,- (Tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta 
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empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dari total 

pagu Rp. 3.918.413.000,- (Tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta empat 

ratus tiga belas ribu rupiah). Penyerapan anggaran hanya sebesar 88,36% 

dikarenakan terdapat kelebihan alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 

381.561.653,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu 

ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Kelebihan alokasi anggaran belanja 

pegawai terbesar terdapat pada akun belanja tunjangan fungsional PNS. Belanja 

barang yang tidak terserap sebanyak Rp. 89.505.017,- (Delapan puluh sembilan 

juta lima ratus lima ribu tujuh belas rupiah) diantaranya pada akun belanja sewa 

rumah dinas hakim dan belanja sewa internet 

Persentase penyerapan anggaran Pengadilan Militer untuk DIPA 05 (663357) 

dari Ditjen Badilmiltun MARI tahun Anggaran 2020 sebesar 96,73% yakni 

sebesar Rp. 112.142.100,- (Seratus dua belas juta seratus empat puluh dua ribu 

seratus rupiah) dari total pagu Rp. 115.930.000 (Seratus lima belas juta 

sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) 

6. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tugas baik di 

bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan Pengadilan Militer III-16 Makassar 

telah dilaksanakan dengan tertib melalui penunjukan hakim pengawas bidang 

yang melaksanakan pemeriksaan secara berkala dan dilaporkan secara 

berjenjang. 

7. Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menerapkan protokol kesehatan sejak 

pandemi Covid-19 dan menambah beberapa fasilitas untuk mendukung 

pelaksanaannya seperti pengadaan wastafel untuk mencuci tangan, penyediaan 

alat pengukur suhu tubuh (thermometer infrared) dan cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer) serta pembatas pada meja PTSP antara petugas dan pengguna 

layanan. 
 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa hal yang dapat 

direkomendasikan untuk menjadi perhatian pimpinan yaitu : 

1. Agar kiranya dapat diperhatikan untuk pengisian pejabat strutural Panitera Muda 

Hukum agar pelaksanaan pekerjaan dibagian kepaniteraan dapat dilaksanakan 

dengan lebih baik. 

2. Penambahan tenaga teknis / Hakim Militer untuk penyelenggaraan persidangan, 

agar proses penyelesaian perkara dapat dilaksanakan dengan maksimal. 

3. Pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik teknis 

maupun non teknis bagi personel Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 


